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Undang-undang (UU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

ABSTRAK: • Untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun 

hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan 

pemerintah kolonial Hindia Belanda. 

• Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

• Pembaruan hukum pidana materiel dalam UU ini tidak membedakan lagi antara Tindak 

Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak 

Pidana. Dengan demikian, UU ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu 

tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga 

tentang Pelanggaran dalarn Wetboek van Strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya 

secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua UU ini. 

CATATAN: • UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 

ayat (1). 

• Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 624. 

• Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). 

 


